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ItlOMoR4A IAHUN 2012

PERt,BAHAN ATAS PERATUMN BUPATI ACEH BESAF I{OMOR 18 TAHUN 2011 IEI{TAiIG TATA
CARA PENGANGGANAI{, PELAIGAI{MN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPONAN DAN

PERTAI{GGUI{G'AWABAN SENTA

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN MHMAT ATIAI{ YANG MAI{A (UASA

BUPATIACEH BEsAN,

bahwa dalam ranska menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Neserl
Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Neser 32 Tahun 2011 tentaG Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
soslal Yans Bersumber Dari Anssaran Perdapatan dan Belanja Daerah dan
melaksanakan kerentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Neeeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang P€doman Pemberian Hibahdar BantuanSosial
Yans aeEumber Da Ang3a6n Pendapatan dan Belanja oaerah, dan untuk
tetuujudnya tertlb admlnlstrasl, akuntab,lltas dan kansparansi penselolaan

belania hibah dan bantuan sosial vanE berelmber darianscaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Besar, perlu dirlbah tata cara
pensanssaian, pelaksanaan dah penatausahaan, pelaporan dan
penanscungjawaban s€rta monitoiiG dan evaluasl pembeian hibah dan
bantuan soral Peheiintah Kabupaten Aceh Besarj

bahwa berdasarkan perumbansan sebasaimana dimaGud pada hurufa, maka
peiu menetapkan Peratlran BupatiAceh Besar tentang Perubahan Atas Iata
cara Pensan8gaian, Pelaksahaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
PertaBgun8jawaban serta Monitorin8 dan Evaluasi P€mberian Hibah dan
Bantuan Sosial Pemerintah (abupaten Aceh Besar.

Undang Undang Nonor 7 (ort) Tah(n 1956 tentang Pembentuk.n Dae6h
Otohoh (abupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilavah Propinsi Sumatera
Utara (LembaEn Nqara Republlk l.dohesla Tahun 1955 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Nega6 Republik lndonesia Nohor 1092)j

Jndang-Undang Nomor 3 Tahln lqas rpntarC Or8dni:dv rcFasvarakaran
(tembarah Necara Republlk hdonesla Iahun 1985 Nomor 44 Iambahan
tembaran Nesara Repubiiklndonesia Nomor 3293)j
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3, Undan8-Undan3 Nomor '1, Tahun 1999 tentan8 penyelen83araan

Keistimewaan Propinsi Dae.ah lstamiqwE A.€h (Lembar$ Nega€ Replblik
lndoneda Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembar.. Neeara Rep(blik
lndo,esia Nomor3a93)i

4. Undang-Undaq Republil lodonesia Nomor 17 Tahun 2OO, t.ntang (.!.ngan
Neeara lLehbaran Neg.ra Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lemba€n Nesar. Rep!hlik lndoneda Nomor4286);

5, Undary-Undang sepubllk hdonena Nohor 1 -r.h!n 2004 tentang
Perbendah.raan Nesara (Lemba,an Ne8ara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor5,T.mbahan temb.ran Neg.ra Republiklndon€sia Nomor4355);

5. Undary-Und:ng Republik hdonelia Nomor 32 T.hun 2m4 tent..g
Pemeriniahrn Daerah (Lembaran Ne8ar. Republik rndonesia Tahun 2004
Nomor 125, lambahan Lembaran NeSara Nonor 4437) sebagaima.a telah
beber.p.k.lidiubah, terakhirdensan Undang-Undans Nohor12Tahln 2003
tentang pe,ubahan rcdua At.s Undang-Und.ng Nomor 32 Tahun 2004 tentaog
Pemeri.r.h Daerah (Lehbaran Nega6 Repoblik lndonesia Tahun 20oa Nomor
59, Tambahan Lembar.n Negara Republlk hdonesia Nomor4844);

7, Undan8 Undang R€publl[ Lndon€sia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimba.s.n xeuanpan Antara P.merintah Pulat dan Penerintahan Daer.h
lLembaran NesaE Replblll lndonesi6 T.hon 20IM lJomo. 126, Tambahan
Lembaran Negara Republil lndonesia Nomor 

'1438);
8.

9,

Uhdaff-Undang Republlk lndonesia Nomor 40 lahun 2004 tentang slst€h
Jaminan Soslal Nasional (Lembaran NeSara Republlk hdonesla rahun 2004
Nomor 150,-tambahan Lembaran Ne€ara Republlk hdonena Nomor44s6))

Undana-Undan8 Republit lndonesia Nomor 2t Tah{n 2m7 tentang
Pen.nssul.ngan sen.ana (Lembaran Nes... R.poblik lndonesia Tahu. 2007
Nomor 66, Tambahan Lemba.an Neeara Aepubllk hdon€n. Nomor4723);

10. Undans-Undan8 Republlk hdohena Nomoi 11 rahun 2o0e tentans
xesejahreraan sosial (Lembaran NeAara Republik lndonesi.tahun 2009 Nomor
12, Tambahan Lenbaran Negara fiepublit lndonEia Nomo,4967);

11, undanS-Undang Nomor 12 Tahun 2011 rentans Pembemukan Peraturan
Perundang-undangan (tembiran NeEar. Republik lndonesia Tahun 2011
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesa. Nomor 5234),

12. Peraturan Pemerint h Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hlbah (epada o.erah
lLembaran Nega6 neDlblat tndonetia Tahun 2005 Nomor 139, rambahan
tembaran Nesara Republlk rndon€sia Nohor 4s77)j

13. Per.turan Peme.intah Nomor 53 fahun 2005 tentang Pengeolaan (euanSan

Daerah (Lembaran Nqara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan lembaran Negara iepublik lndo.etia Nomor457A);

14. Peraiu6. pemerimah Nomof 71 Tahun 2010 tentang St.ndar Ak!.ranti
Pemerhtah.n (Lembaran N.sara Republlk lndonesra Tahun 2010 Nomor 123,
lambdhan Lembd'rn Negara R.pJblil lndo.esia \omor 51551.

?v
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24, Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 13 Tahun

Akuntan5i pem€.intah Kabupaten Aceh Besar (Berlta

Besa,Tahuh 2008 Nomor 14).

1s. Pe6turan Presiden Nomor s4 Tahun 2O1O tentans Pen8adaan 8a.ans,t*a
Pemerintah, sebaeaimana telah diubah dencan Peratlran Pr€siden Nomor35
Tahun 2011 tentary Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahln
2Ol0tenbns Pensadaan Barans/lasa pemerintahj

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagalmana telah
diubah beberaEa kali terakhir dengan Peraturan MenteriDalam NegeriNomor
21 Tahun 2011 tehtang Perub:han Kedua Atas Peraturan Menteri Oalah
NegerlNomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Peneelolaan Keuangan Dae6h
(Beita Nesaia Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor310l;

17. Peraturan Menten keuangan Nomor 2s5lPM(,05/2010 tentans Tata Cara

Pengesahan Realhasi Pendapatan dan Belanja yang Bersumber oari Hibah Luar

NeCe /Dalam Negeri yang Ditenma Langsung oleh lGmenterian
Nesara/Lembasa Dalam Bentuk uane(Berita Negara Republlk lndonesia Tahun

13. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 39 Tahun 2012 tentang Peruhhan
atas Peratu.an Menterl Dalah Negeri Nomor32Tahun 2011 tentang Pedoman

Pehbenan Hibah dan Bantun soslal lans Beroumber dari An$aran
Pendapatan danselania oae.ah (BeritaNesara Republik lndonesla Tahun 2012

1g.qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokol_Pokok

Penselolaan Keuansan (Lembaran oaerah Kabupaten Aceh BesarTahun 2006

20.qanun xabupaten Aceh aesar Nomor 2 Tahun 2004 tentang Susun:n
o€anisasi dan Tata lGrja Sekretariat DaeEh dan sek.etarlal Dewan

PeMakilan Rakyat Gbupaten Aceh sesar (Lembaran Daerah Kabupaten aceh

BesarTahun 2003 Nooor02)j

21,qanun Kabupaten aceh Besar Nomor 4 Tahun 2008 tentaG susunan

organGasi dan Tata Ke.ja Pemenntah Xecamatan Dalam Xabupaten Aceh

Besar{lembara, DaeEh Kabupaten Aceh BesarTahun 2003 Nomor 04))

22. qanun (abupaten Aceh Besar Nomor lSTaiun 2010 tentang pe.ubahah atas

aanun &bupat€n Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentans susunan

orsanisa, dan Tata Kerja Di.as Dalah Lembaga Teknis Daerah kbupateh
Aceh Besar{Lemba6n Daerah Kabupaten Aceh BesarTahln 2008 Nomor03)j

23, PeratuEn Bupati Aceh Besar Nomor 17 Tahun 20{7 tentane Perubahan atas
Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Shtem dan

Prosedu. Penselolaai xeuaEan Daerah xabupaten Aceh Besar (Lehbaran

Daerah Kabupalel a(ehBesar latun )007 Nomo'I1):

h

v



MaMUTUSI(A I

PENATUNAN BUPATI ACEH BESAA TINTANG PERUBAHAN AIAS PERATURAN

BUPATI ACEH BESAR NOMOR la TAHUI{ 2011 TENTANG TATA CARA

PENGANGGARAN, PELAI(SA''IAAI{ DAN PTNATAUSAHMN, PIIAPORAN DAN

PIiTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAIII EVALUASI PEMBEiIAN
HIBAH DAI'I BANIUAN SOSIAT PCMERINTAH (ABUPAICI'I ACEH BESAR

PaFll

Beberapa ketentlan dalam Peraturan BupatiNomor 1aTahun 2011tentang Tata

cara Pehsans€aEn, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan

Perta nssu nsjawaba n Se rta Monitorins dan EvaluaslPemberian Hibah dan Bantuan

sosial Pemerintah KabupatenAceh sesardiubah sebasal berikut:

1, KetehtuanParal lldiubah,seiinssaberbunylseba8aibeikutl

2. Diantara Pasal 11dan Pasal 12 dislslpkan

sehingga berbunvi sebagal berikutl
r {satu) Pasalbaru vaitu Pasal IlA,

Pas.l11

{1) Hihh berupa lan8 5ebasaimana dimaksud dalam Pasal 10 alat (1)

dianssarkan dalam kelompot belanja tidak lanesun& jenis belania hlbah,
obvek belania hibah,dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD

(2) Obyek belanja hlbah dan .incian obY€k belanla hibah sebasaimana

dimaksud pada avat (1) meliputil

Pemerintah daerah lainnya;

e. or8anhasi kemasyarakatan

(3) Hlbah berupa barans ataujasa sebasalmana dimaksud dalam Pasal 10 avat
(2) dianssarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikn ke

dalam pro€ram dan kesiatan, y3ng diuraikan ke dahmienis belanja barans

dan jas, obyek belanh hibah bar.ng atau jasa dan rincian obyek belanla

hlbah barans atau jasa y.ns dGeEhkan kepada plhak ketiga/masvarakat

?v
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{'l) Bup.tl frendntumkan daftar nama penenma, alam.t penerima d.n
bes.ran hibah dalan L.mpnan lll Peratu6n Bupati ientaB P€njabaran
APB(,

(2) Format l.hpiran ulPer.turan supatlseb.gaimana dih.k3ud pada ayat (1)
tercantum dalam lampnan 1.1 Per.tur.n Supati ini, *b.gai bagi.. yana
tidakrerpishkan d.ri P.r.turan Buplti tentang Penj.ber.n APa(

3. Paral22 ayat {21 dlubah, sehlncga belbunvl sebacai berik(tr

(r)

4. Diantara Pasal 24 dan p.sal 25, dGipkan 1 (sat!) Pasal baru yaitu Pasal 24A,
ehimsa be.bunri 5ebar.i beritut:

Pasal22

Realir.rl hrbah berupa barary dan/atau jasa dikoneerslkan *5uaa standar
Akuntann Pemerintahan pada taporan RealGasl Anegaran dan
diungkapkan pada C.tat6n atas Lapor5n Xe(an8an dalam penyusunan

Lapor.n Keuangan Pemerintah Aceh Serar.

Formel konwEi da. pensu4*apan hibah berupa b.r.n8 danlar.u jts.
seba8aimana dihatsud p.da ar.t 11)rerentum pada l.npnan Peaturan

Pasl24A

(1) Bantu.n sosial berupa uans kepada individu dan/atau keluarga
sebaSalmana damalsld dal.m Pas.l24 hurufa, terdirl dan bantuan sor.l
lepada individu dan/.teu leluarsa y.ry diren6n.k.n dan r.ns tid.l
direnen.lan *b€lunnva.

t2)

(2) Bantlan sosial yans direncanakan seb.gaimana dihaksud pada ayat (1)
dialok.slk.n kepada lndivldu dan/at.u kelua8a ya.s rudah jelas nama.
Al.m.t penerima dan besarannya pada raat renyusunan APBK.

{3) santuan soti6! y.4 tid.t direncan.kan sebelumnya t€bagalmana
din.krld pada ayat (1) dialohsikan lntuk kebutlhan akiht resiko sosl.l
yan8 tidak dapat diperllr.kan pada saat penyusu.an APA( yang apabila
dtund. pehansahanny. akan menimbulkan resiko soslal yans lebih bes.r
baci individu danl.tau telua,gay.n8be.snslutan.

(4) PaCu .lokasi anggaran yang tidak d.pat direnc.nakan sebeludnya
sebasaimana dimaksud pada avat {3)tldak melebihipagu alokasi amSahn
yanadkencanakan sebas.lmana dimaksud pada ayat (2).

Pv
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5, Ketentuan Pasal 31 diubah, sehlnsca berbunyi sebaeai berikut:

(2)

{1)

lndividu dan/atau keluarsa

Paral33

(1) supan henetaptan daftar pene.ima dan b€sa.an bantuan sosial deman
(eputusan Supati berdasarkan qanun tentansAPBK dan Peraturan Bupati

tentang Penjabaran APBK

Bantuan sosial betupa uang sebac.lmana dimaksud pada Pasal30 avat (1)

dianssarkah dalam kelompok belanja udak lanssunC,jenis belanla bantuan

sosial, obvek belania bantuan sosial, dan rincian obv€k belanja pada PPKD.

obyek belanja bantuan sosial dan nncian obyek belania bantuan sosial

sebasaimana dihaksud pada ayat (1) meliputi:

c. Lembaga non Pemerintahan

(3) Bantuan sosial berupa barans dianggarkan dalam telompok belanla

lanssunc Vang ditormulasitan ke dalam proeEm dan kegiatan, vang

dluraikar ke dalan Jenis belanja baiang dan Fsa, obvek belanja bantuan

sosial barans dan ncian obyek bela.ja bantuan sosial ba.ans va.s akan

diserahkan kepada pihak ketica/masyarakat berke.aar pada srcD.

5- DiantaE Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 Gatu) Pasal batu vaitu Pasal 31A,

sehingga be rbu nyi se bagi be rikut:

P5sl31A

(1) Bupati mencantumkan danar naha pene.ima, alamat penerlma dan

besaran bantuan so5lal dalam lamplran lv Peraturan Blpatl tentang

Penjaba6n aPBK, tidaktermaslk bantuan soslal *epada indlvldu dan/atau

keluarga yans tidak dapat direncanakan sebelumnva.

{2) Format lampiran lV Peraturan Bupaiirebasaimana dimaksld pada avat (1)

ter@ntum dalam lamplEn 1.2 Peratlran Bupati inl, sebagai baglan vang

tldakterphahkan dah Peraturan Kepala Dae6h tentans Penjabaran APBK.

7, Xetentuan Pasal 33 avat (2) dlubah dan diahtara avat (2) dan avat (3)dlsislpkan

1($tu)ayatbaru yalt! ayat (2a1, sehlng€a Pasal33 berbunvi sebagai berikui:

' {2) P€nyaluran/penyeraha. bantuan soslal didasaikan pada daftar penerima

bantuan sosial yang ter.antum dalam &putusan Bupati sebagaimana

dimakud pada avat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/ata!
kelu:€a yang tidak dapat direncanakan sebelumnF sebacalma'a
nim:L\uddalamPasal24A 

0 X
i



(2al Penyaluran/penyerah.n bantuan $sl.l kepada individu dan/atau keluarsa
yane tadak dapat dnen.a n. kan sebelumnva seba8aim.na dimakud d.lam
Pa5al 24A didasarkan pada permintaan tertulis dari individu d../alau
pelabat Varu beMenans serta mendapd pe^etuju.n kepada daerah
set€lah dlver flkasi oleh SkPD terkalt.

13) Pen6n.n bantuan sslal berupa langdllakukan denSan cara pembava.an

u.ng diberikan denEan nilai sampai
(risa juta rupiah), m.ka

dil,tukan melalui mekanism. Tambah

(4) oalam hal hntuan soslsl berupa
dengan Rp. 3,000.000,00
penyaluran/penyerahannya dapat

Pas.t 36A

{1) PP|(D membuat rekapitulasi penyalur.n bantlan sorral kepada indlvldo
dan/alau keluarCa yang tidat dapat direncanakan sebellmnya
seha8almana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2a) palhg lahbat ranE:gal s
lanuan t.hun anEsaran berlkutnva.

(s) Penyaluran &na b.ntuan sosial kepada pen.rlna bantuan ,osial
sebacalmana dimaksud p.da ayat (4) dilen8iapi densan kuitansl sebagai
buttr penerimaan uans bantuan sosial.

8. Diantara P.el 35 dan Pes.l 37 disirpk.n satu Pasal ga,!, yaitu Pasal 36A,
sehiruea berbunyl rebasal berlkut:

(2) Rekapitolati seb:Aaim.n. dim.ksud pad. ay.t (1,
penerh., alamat dan bsaran bantuan rcsialy..8 dlterima oleh m.tinc
masinE lndividu dan/atlu keluarea.

9, &tentuan Pesal 37 dlub.h dan ditambah 1 (sat!) ayat baru yaitu ay.t l2),
sehincga Pat.l 37 berhonyl sebasai b€dkut:

P.el!7

(1) PenenSgurylawaban atas pemberiai bantuan soral mellputi:

Usulan/permantaan tenulis dari celo. p€nerim. bantoan ssial at.u
surat keterancan d.ri pejabatyan8 berwenang kep.d. suparij

l(eputusan Bupatl tentans penetap.n daft ar penenma bantuan sos16l,

c. p.kta integritas d.ripenerima b.ntuan s6ial y.n8 menyatak 
^ 

bahwa
bentoen sosial yang diterima alan diSunakan sesuai de4an leubn;

emberian bantlan eosial beru
atat p€mbe.lan bantua. ros

d. buktikansre/penyerah.n uans *as p
(an8 atau blttr *rah rerina ba,.ng

t,



(2) Pertancsunsjawaban sebasaimam dimaksud pada ayat (1) hurut b dan

hurui c dikecualikan t€rhadap bantuan sosial basi individu dan/atau

keluarsa yans tidak dapat direncanaka" sebelumnya.

10. Xetentran Pasal40 ayat (2)diubah, sehiGsa berbun yi s ebasa i beerikuti

Pasl40

{1) Realisasr bantuan sosial berupa barang dlkonveBlkan ses(al Standar

Akunlansi Pemedntahan pada Laporan Realisasi Angearan dan

dluEkapkan pada catatan ata. Laporan Kelanaan dalam penvusunan

Lapor:n (euansan Pemerintah Oaerah.

(2) Format konvetri dan

sebasaimaha dihaksud

-8-

Pakl43

Densan berlakunya PeBturan Bupatiini, maka:

pensunetapan bantuan soslal berupa baranc

ayat (1) t€rcahtum pada Lanplran ll Peratlran

11. (eientlan Pasal43 diubah, sehinssa be 6u nvi sebasai berikut:

Pemberlan hibah dan bantuan sosial untuk Tahun A.cgaran 2012 tdap dapat
dilaksanakan, sepahj.ns telah dlahssarkan dalam ApBK/Petubahan APBK

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2011 tentaG Tata Cara

PehsanEgaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
PertanBungjaMban serta Monitorin8 dan Evaluasi Pehberla. Hibah dan
Bantlan Sosial dinyatalGn masih berlaku dan t.fiadap perubahan dan
penambahan berpedoman pada Peratura. aupati lhl,

Pengaiggarah, pelaksanaan dan penatausahaa., pelaporan dah
pertangguhElawaban, monhn.S dan evaluasi se.ta audit pembeilan hlbah
dah bantuan sosial mulailahun AnggaEn 2013 berpedoman pada Peratur.n

pv
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Pasl ll

Peraturan Supati ini nulai benaku pada tan8gal dltetapkan,

Agar 5etlap ofang d.pat mehcetahuinya memerintahkaf pengundangan PeEturan Bupati i.l
dengan penempatannyadalam Berlta Daerah,

Dltetapkan di Kota ,antho
pada tanqgal 14 scotember 2012 M

2l Syawal1433 H

BIP4TI ACEH BESAR,/

$)NnAU(

Dlundanskan di Kota.lantho
pada tan8cal 9-Ses!e!4!cLZqIlM

4syawal1433 H

SEXREIANE DAEMII -
,lVkaumrtr acu eEs,cn,y'



: PERATURAN BUPATIACEH 3E5AR

NoMoR ,41Iahun 2011
TANGGAL :r!_Sep!eE!er2qzM

' 11Syawal1433H

DAFIAR NAMA PENERIMA, ATAMAT DAN SESARAN

lipJ

3

i) coret yan8tidak perlu

AJT ACEH BE5A&/
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LAMP RAN I] : PERATUMN BUPATIACEHBESAR
NOMOR :... Tahur 2011
TANGGAL :07Desember2011M

FORMAT
(ONVERSI DAN PEI{GUNGKAPAI{ HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU IAS,A SERTA BAI{TUAI{

SOSI,AL BERUPA AAMNG

I. FORMAT LAPORAN REATISASI AI{GGAMI'I SKP(

PEMERINTAH KABI]PATEN ACEH BESAR

SKPk:,,,. ,,, ,,. ,,. ..

TAPORAN REALISAsI ANGGAMN

UNTUKTANUN YANG STRA(HIR SAMPAI DENGAN 31DESEMBER,,.-,

(doton rupioh)

1.1.1 Pendapatan Paiak DaeEh
PendaDatan Palak Retnbun DaeEh
Pe ndapata n Hasil Pen gelo laan xe kay.an

Lai.-Lain Pendapatan Daerah YangSah

2.1.1
2.2

HIbah barangi/jasa yang dlserahkan
ke pada piha I ketisa/masvara kat

2.2.2.2 | Bel.hia Ba ntu a n sosial Barans
Bantuan sosial barangyangdiseraihn
k€pada pihak ketiga/masyaEkat
Belanja barang u.tukdherah*an kepada
pihal ketica/masyaratat selain hibah dan

Barans/jasa *lain hibah dan bantua.

!) Kh!sus untuk sKPD yanc melaksanakan tugas pemury!tan pajak.

'.) l.rmasukp.nsan$arantadiahvansdiben[dnpcdale8'aandalamiJarupenombaandtdh
peruharcaanatassuatup,e ast p*
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II. FORMAT TAPORAN REATISASI AiIGGAMIII PPXD

PEM ERINTAH (ABUPATEN ACEH BESAR

IAPORAN BEALISAsI ANGGAMN PPKO

UNTUKTAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31DE5EMBER,,,,

o.ia s'd N.sirsuk i Pa.ld sun6d ev, Alam

s mn (.@ngan dad cbupaEn e

n



l4

9e bb,h Pemhbydan anssahn (srtPA)

FORMAT XONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGGARAN PEMERINIAH (ABUPATEN ACE}I

A, I(ONSOLIOIII TAPOMN REALISASI ANGGARAN (EUANCAN PTMERINTAH (ABI]PAIEN ACEH

I
l PendaDaian baiak daErah

t Hasll pengelolaan kekavaan

/
3
) talh ainhend.b.t.nvan!sah

13.2.1.1 Hlbah b.mlE4e yang
diFchkan kepada pihak

Bela nia Bantuan sosialbarans

t3.2.2_1 Santuan soel baran€ yang

Belanja barans untuk diserahkan
kepada pTha k ketisa/ha sya ra kat
selain hibah dan bantuan sosial $

Pemeluaran oemblavaan

sie lebih pembiayaar tahun
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13.2.3 seranja baEis&$ sehin hibah

Penerimaan oemblav#n
l3 Peneeluaran behbiev::n

9s leblh pehbiayaan tahun

B, (ONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA &qRANG
DATAM TAPOMN REALISASI ANGGqRAN PEMER]NTAH (ABUPATEN ACEH BESAR

Lain-lah pendapatan yang Lain-laln pendapatan yang

1) rib3h ba6is,/ja,a yans
dl*mhkan kepada pihak

2) santkn soslar'baran&/iasa yanc
dheEhkan k€pada pthak

3) Barai&/iasa sehrn 1) dan
?)
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PenAelu a ra n pem blay.an Peng€lu:ran pemhlavan


